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Mengingat

WALIKOTA BANJARBARU,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

a. bahwa dalam rangka evaluasi serta kepastian hukum
terhadap penetapan lokasi Pedagang Kaki Lima pada
Zona Il yaitu lokasi atau kawasan yang dapat digunakan
lokasi Pedagang Kaki Lima dengan buka tutup
berdasarkan waktu dan tempat perlu dilakukan
penyempurnaan atas Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a,
perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 46 Tahun
2017 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima;

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4988);
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tam Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tabun 2017 tentang
Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

12. Peraturan Presiden Nomor 125 Tabun 2012 tentang
Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki
Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 291);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012
tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki
Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 606);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9
Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2015 Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tamm 2014
tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor
5);
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16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun
2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang
Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun
2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarbaru Nomor10);

17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun
2014 tentang Rencana. Tata Ruang Wilayah Kota
Banjarbaru Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota
Banjarbaru Tahun 2014 Nomor13, Tambahan Lembaran
Daerah KotaBanjarbaru Nomor11);

18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah
Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan
LembaranDaerah KotaBanjarbaru Nomor37);

19. Peraturan WaIikotaBanjarbaru Nomor 47 Tahun 2016
tentang tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota
Banjarbaru (BeritaDaerah KotaBanjarbaru Tahun 2016
Nomor47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURANWALIKOTATENTANG PERUBAHANATAS
PERATURANWALIKOTANOMOR46 TAHUN2017 TENTANG
PEDOMANPENATAANDAN PEMBERDAYAANPEDAGANG
KAKIUMA .

PASALI
Beberapa ketentuan dalam Peraturan WalikotaBanjarbaru Nomor46 Tahun
2017 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
(Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 46) diubah sebagai
berikut:
1.Ketentuan Pasal 23 ayat (3)dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai

berikut:
Pasal23

(1) Zona II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b berdasarkan
waktu dan tempat adalah merupakan :
a. Wilayahbahu jalan pada jaringan kolektor tertentu dan jalan lokal

tertentu;
b. Tempat tertentu lainnya.

(2) Penetapan lokasi berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)yang berkaitan dengan jenis usaha dan aneka
komoditidibatasi dengan waktu tertentu harus sudah bersih.

(3) Dihapus.
(4) Penetapan lokasi tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)hurub b ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

2.Lampirandihapus.
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PASALII
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tan al 26 J2sember 2018

w

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 26 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH,

BERIT DAERAHKOTABANJARBARUTAHUN 2018 NOMOR ..M

\'.,


